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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAN 

DI SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  (SMA-SMK) 

MENYONGSONG IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan penelitian antara lain yaitu: 1) mengetahui persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) sesuai dengan kurikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah, 2) mengetahui besarnya kesiapan guru dalam implementasi pogram pendidikan kewirausahaan dilihat dari pemahaman terhadap pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kuikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah, 3)  mengetahui besarnya kesiapan guru dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan  dalam perangkat pembelajaran (Silabus & RPP) yang sesuai dengan kuikulum 2006 dilihat dari akreditasi seklah, 4) mengetahui besarnya kesiapan sekolah dilihat dari sarana dan prasana yang diperlukan dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kurikulum 2006, 5) mengetahui kendala yang dihadapi sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan 6) mengetahui persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) sesuai dengan kurikulum 2013 dilihat dari akreditasi sekolah. Pengembangan model pendidikan kewirausahaa di satuan pendidikan menengah  dalam penelitian ini  menggunakan four-d model (Thiaragajan et.al, 1994). Tahap-tahap Four-D model meliputi tahap define, design, develop, dan desseminate. Dalam penelitian ini hanya sampai tahap yang ke tiga yaitu tahap develop. Pada penelitian pengembangan ini terdapat 16 sekolah dari masing-masing SMA dan SMK yang ada di DIY baik negeri maupun swasta.
Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu; 1) Persepsi guru dan kepala sekolah SMA dan SMK diperoleh skor guru SMA berakreditasi A sebesar 18,19 dan akreditasi B sebesar 17,85. Guru SMK akreditasi A sebesar 18,63 dan SMK akreditasi B sebesar 18,47. Skor kepala sekolah SMA akreditasi A sebesar 18,51 dan akreditasi B skor 18,46. Sedangkan untuk SMK akreditasi A 18,63 dan akreditasi B sebesar 18,56; 2) Kesiapan guru SMA-SMK dari pemahaman termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan skor 5,60 SMA akreditasi A; 5,63 SMA akreditasi B; 5,59 SMK akreditasi A dan 5,58 SMK akreditasi B. 3) Kesiapan guru dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) termasuk dalam kategori “sedang”, dengan skor untuk SMA akreditasi A dan B sebesar 13,61 dan 13,33. Perolehan skor SMK akreditasi A dan B sebesar 15,55 dan 15,17. 4) Kesiapan jika dilihat dari sarana dan prasarana termasuk dalam kategori “sedang” dengan skor SMA akreditasi A sebesar 33,33 dan akreditasi B sebesar 22,22. Sedangkan untk SMK akreditasi A sebesar 54,54 dan akreditasi B sbesar 16,66. 5) Kendala utama yang dihadapi di SMA yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (83,33%) dan adanya keterbatasan waktu (83,33%). Sedangkan kendala utama yang dihadapi di SMK yaitu belum adanya dukungan dana dari sekolah (66,66%). 6) Persepsi guru dan kepala sekolah SMA dan SMK jika dilihat berdasarkan akreditasi sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan dalam menyongsong kurikulum 2013 termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan perolehan skor untuk  guru SMA berakreditasi A sebesar 17,89 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,35. Sedangkan untuk guru SMK berakreditasi A sebesar 18,12 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,56. Sementara itu, persepsi kepala sekolah SMA berakreditasi A sebesar 18,03 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,64. Sedangkan untuk SMK berakreditasi A sebesar 18,23 dan SMK berakreditasi B sebesar 17,91. 
Kata kunci: Pendidikan kewirausahaan, SMA-SMK, Kurikulum 2013

ABSTRACT

DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION MODEL IN EDUCATIONAL UNIT OF SENIOR HIGH SCHOOLS/VOCATIONAL SCHOOLS TO COMMEMORATE IMPLEMENTATION OF CURRICULUM 2013

The aims of this study were: 1) to know the teachers and headmasters perception for implementation entrepreneurship education program in unit educational high schools/vocational schools suitable with curriculum 2006 were viewed by schools accreditation; 2) to know the value of teachers readiness in implementation entrepreneurship education program were viewed by their comprehension to entrepreneurship education which suitable with curriculum 2006 according to schools accreditation; 3) to know the value of teachers readiness in implementation entrepreneurship education program were viewed by entrepreneurship value integrated in syllabus and RPP which suitable with curriculum 2006 according to schools accreditation; 4) to know the value of schools readiness were viewed by schools facilities which were needed in implementation entrepreneurship education program suitable with curriculum 2006; 5) to know the obstacles encountered by schools in implementation entrepreneurship education program; 6) to know the teachers and headmasters perception for implementation entrepreneurship education program in unit educational high schools/vocational schools suitable with curriculum 2013 were viewed by schools accreditation. The developing entrepreneurship education model in senior high schools/vocasional schools used Four-D Model (Thiaragajan et.al, 1994) consisting of define, design, develop, and disseminate stages, but in this study only took three stages. In this research development there was 16 school in each senior high schools and vocational high schools which in DIY either states nor private.


The result of this study were: 1) the score of teacher perception in A accredited high school is 18,19 and B accredited high school is 17,85, The score of teachers perception in A accredited vocational schools is 18,63 and B accredited vocational schools is 18,47, the score of headmaster perception in A accredited high school is 16,51 and B accredited high schools is 18.46, while in A accredited vocational school is 18,63 and B accredited vocational school is 18,56; 2) the teacher readiness (high schools/vocational schools) was viewed by their comprehension included in medium category with score of A accredited high schools 5,60, B accredited high schools 5,63, A accredited high school 5,59, and B accredited vocational high schools 5,58; 3) the teacher readiness was viewed by entrepreneurship value integrated in syllabus and RPP included in medium category with score of A accredited high schools 13,61, B accredited high schools 13,13, A vocational schools 15,55, and B accredited vocational schools 15,17; 4) the teacher readiness was viewed by facilities included in medium category with score of A accredited high schools 33,33, B accredited high schools 22,22, A vocational schools 54,54, and B accredited vocational schools 16,66; 5) The main obstacle encountered high schools were lack of teachers skill to integrated entrepreneurship education value in learning materials (83,33%), and there was time limitation (83,33%). While the main obstacle encountered vocational schools there wasn’t funding supported from schools (66,66%); 6) the teachers and headmasters perception in high schools or vocational schools was viewed by accreditation school in implementation entrepreneurship education program to commemorate curriculum 2013 included in medium category with teacher score of A accredited high schools 17,89, B accredited high schools 17,35, A vocational schools 18,12, and B accredited vocational schools 18,56, while headmasters score for A accredited high schools 18,03, B accredited high schools 17,64, A vocational schools 18,23, and B accredited vocational schools 17,91.

Keyword: Entrepreneurship Education, Senior High School, Vocational School

A. PENDAHULUAN

RPJMN 2010-2014, menetapkan pentingnya peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3,  menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Berdasarkan RPJM 2010-2014 dan UU No 20 Tahun 2003, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, menunjukkan bahwa  bahwa pendidikan di setiap satuan atau jenjang, termasuk satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill.

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal, maka dari itu perlu diperhatikan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan kreatif yang mengidamkan peserta didik menjadi subyek pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. 
Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (life skills) termasuk kecakapan berwirausaha. Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subyek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. Untuk mencapai hal tersebut salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan model pendidikan kewirausahaan yang dikemas sedemikian rupa mampu memenuhi tuntutan tujuan pendiddikan nasional.  
Agar  bisa mengembangkan model pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional perlu dilakukan penelitian awal yang terkait dengan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan program pendidikan kewirausahaan. Hal ini sesuai  mandat KEMENDIKNAS untuk melakukan pemetaan kondisi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan agar terlihat kesiapan pada setiap komponen tersebut. Selanjutnya, setelah pemetaan dilakukan maka akan dapat dilakukan penguatan pada komponen yang belum sinkron dengan pendidikan kewirausahaan, sehingga terumuskan model pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, sesuai dengan kondisi sekolah dan sesuai dengan rancangan kurikulum 2013 yang mana mata pelajaran  kewirausahaan menjadi mata pelajaran wajib di SMA dan SMK. Permasalaha penelitian ini antara lain meliputi:

1. Bagaimanakah persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) sesuai dengan kurikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah?

2. Seberapa besar kesiapan guru dalam implementasi pogram pendidikan kewirausahaan dilihat dari pemahaman terhadap pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kuikulum 2006 dilihat dari akreditasi sekolah?

3. Seberapa besar kesiapan guru dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan  dalam perangkat pembelajaran (Silabus & RPP) yang sesuai dengan kuikulum 2006 dilihat dari akreditasi seklah?

4. Seberapa besar kesiapan sekolah dilihat dari sarana dan prasana yang diperlukan dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan yang sesuai dengan kurikulum 2006?
5. Kendala apakah yang dihadapi sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006?

6. Bagaimanakah persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan menengah (SMA-SMK) sesuai dengan kurikulum 2013 dilihat dari akreditasi sekolah?
B. METODOLOGI PENELITIAN

                Pengembangan model pendidikan kewirausahaa di satuan pendidikan menengah  dalam penelitian ini  menggunakan four-d model (Thiaragajan et.al, 1994). Tahap-tahap Four-D model meliputi tahap define, design, develop, dan desseminate. Dalam penelitian ini hanya sampai tahap yang ke tiga yaitu tahap develop. Tahap pertama dalam pengembangan model pendidikan kewirauahaan adalah (define), kegiatan yang dilakukan langkah pertama adalah melakukan penelitian pendahuluan  tentang sejauh mana  sekolah sudah menerapan program implementasi pendidikan kewirausahaan di satuan pendidikan  menengah. Tahap kedua adalah tahap design, dalam tahap ini dilakukan pengembangan format model pendidikan kewirausahaan. Tahap ketiga yaitu tahap develop, dilakukan pengembangan model dan  uji coba sehingga diperoleh master model. Model tersebut dipilih dengan pertimbangan karena sesuai dan praktis untuk dilaksanakan dalam konteks pendidikan. Secara lebih rinci penelitian ini dilaksanakan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
1. Kajian Awal 

2. Pengembangan Draf Model 

Pengembangan draf model dalam penelitian ini meliputi:
a. Pengembangan Draf Model Pendidikan Kewirausahaan di Satuan pendidikan menengah 

b. Pengembangan Instrumen, Rubrik Penilaian, dan Perangkat Pembelajaran (Silabus dan RPP) 

c. Penyusunan Panduan Pelaksanaan
d. Validasi Pakar

e. Revisi

3. Uji Coba Instrumen.

4. Uji Coba Produk

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh SMA dan SMK yang ada di daerah Yogyakarta.Populasi itu sendiri merupakan keseluruhan objek yang dijadikan pusat perhatian penelitian.Sedangkan sampel itu sendiri merupakan wakil dari populasi yang dilakukan untuk penelitian. Pada penelitian Pengembangan Model Pendidikan Kewirausahan di Satuan Pendidikan Menengah  (SMA-SMK)  dalam Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013ini menggunakan teknik multistage quota random sampling. Hal tersebut dikarena mencakup populasi yang banyak dan wilayah yang luas yaitu mencakup DIY.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, angket, observasi, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan tabel. Teknis analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui perhitungan mean atau rerata. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.Untuk melakukan analisis deskriptif dilakukan dengan pengkategorian skor masing-masing. Dari skor tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pengkategorian dilakukan berdasarkan mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Sdi) yang diperoleh. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan mean ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (Sdi) adalah sebagai berikut.
Mi
= 
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 (skor tertinggi + skor terendah)

Sdi
= 
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 (skor tertinggi – skor terendah)

Menurut pendapat Saifuddin Azwar (2009:109), untuk menentukan kategori skor komponen-komponen digunakan norma sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Penilaian

	No.
	Skor
	Kategori

	1.
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Sumber: Saifuddin Azwar (2009: 109)
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK diawali dari persepsi guru dan kepala sekolah SMA-SMK tentang pendidikan kewirausahaan. Apabila guru dan kepala sekolah memiliki persepsi yang tinggi terhadap pendidikan kewirausahaan maka pelaksanaan pendidikan kewirausahaan akan lebih 
ancer. Selain dilihat dari persepsi guru dan kepala sekolah SMA-SMK keberhasilan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan juga dapat dilihat dari tingkat pemahaman guru tentang pendidikan kewirausahaan itu sendiri karena apabila tingkat pemahaman guru tentang pendidikan kewirausahaan tinggi, maka akan memudahkan guru dalam pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan. Namun, apabila tingkat pemahaman guru tentang pendidikan kewirausahaan rendah, maka guru akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan juga dapat dilihat dari kesiapan guru maupun sekolah dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran, sarana/prasarana yang ada di sekolah yang dapat menunjang kegiatan pendidikan kewirausahaan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK. Berdasarkan data pada penelitian tahun pertama diperoleh gambaran tentang pendidikan kewirausahaan sebagai berikut.

1. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan SMA-SMK dilihat dari Akreditasi Sekolah (Kurikulum 2006)
Dalam penelitian tahun pertama ini, persepsi guru dan kepala sekolah terhadap program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 penting untuk diketahui. Hal tersebut dikarenakan bagaiman persepsi guru dan kepala sekolah terhadap program pendidikan kewirausahaan digunakan sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah data persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 berdasarkan akreditasi sekolah.

Tabel 19. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah terhadap Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 berdasarkan akreditasi sekolah

	No.
	Akreditasi
	SMA
	SMK

	
	
	Guru
	Kepala Sekolah
	Guru
	Kepala Sekolah

	1
	A
	18,19
	18,51
	18,63
	18,63

	2
	B
	17,85
	18,46
	18,47
	18,56


Persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK berdsarasrkan akreditasi sekolah (kurikulum 2006) menunjukan skor seimbang. Skor yang diperoleh di atas jika dilihat dalam konversi skor termasuk dalam kategori sedang. Sekolah dengan akreditasi A baik dari guru maupun kepala sekolah di SMA maupun di SMK menunjukan skor yang lebih tinggi. Ini menunjukan bahwa guru dan kepala sekolah di sekolah yang berakreditasi lebih memahami tentang program pendidikan kewirausahaan. 
2. Kesiapan Guru Dalam Implementasi Pogram Pendidikan Kewirausahaan Dilihat Dari Pemahaman Terhadap Pendidikan Kewirausahaan dilihat dari akreditasi sekolah.  
Dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK dapat dilihat dari kesiapan pemahaman yang dimiliki guru mengenai pendidikan kewirausahaan. Untuk mengetahui pemahaman guru terhadap program pendidikan kewirausahaan disusunlah beberapa pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Berikut ini adalah data hasil kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari aspek pemahaman.

Tabel 20. Kesiapan Pemahaman Guru dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan di SMA dan SMK

	No.
	Akreditasi
	SMA
	SMK

	1
	A
	5,60
	5,59

	2
	B
	5,63
	5,58


Kesiapan guru dalam melaksanakan implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari aspek pemahaman termasuk dalam kategori sedang, baik di SMA maupun SMK. Di SMA dengan akreditasi B memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan SMA yang berakreditasi A dengan selisih skor 0,3. Sementara itu, di SMK akreditasi A lebih tinggi dibandingkan dengan SMK yang berakreditasi B dengan selisih skor 0,1. Ini menunjukan bahwa baik SMA dan SMK yang berakreditasi A maupun B sudah mulai memahami tentang program pendidikan kewirausahaan namun belum secara menyeluruh. 
3. Kesiapan Guru dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan dilihat dari Pengintegrasian Nilai-Nilai Kewirausahaan  dalam Perangkat Pembelajaran (Silabus & RPP) dilihat dari Akreditasi Sekolah.
Setelah mengetahui kesiapan pemahaman guru terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan, selanjutnya dalam rangka implementasi program pendidikan kewirausahaan juga dilihat dari kesiapan guru dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud disini adalah berupa silabus dan RPP. Berikut ini adalah data kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran yaitu silabus dan RPP.

Tabel 21. Kesiapan Guru SMA dan SMK dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Silabus dan RPP
	No.
	Akreditasi
	SMA
	SMK

	
	
	Silabus
	RPP
	Silabus
	RPP

	1
	A
	13,61
	18,89
	15,55
	19,05

	2
	B
	13,33
	18,33
	15,17
	18,92


Dalam pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran dilakukan pada silabus dan RPP. Dalam hal ini kesiapan guru SMA-SMK sudah mulai melakukan pengintegrasian namun belum secara keseluruhan. Hal tersebut dibuktikan dengan besarnya skor yang diperoleh yaitu sebesar 13,61 guru SMA akreditasi A sudah melakukan pengintegrasian dalam silabus dan sebesar 18,89  sudah melakukan pengintegrasian dalam RPP. Begitu pula dengan SMK akreditasi A sebesar 15,55 guru sudah melakukan pengintegrasian dalam silabus dan sebesar 19,05 guru sudah melakukan pengintegrasian dalam RPP. Skor tersebut masih tergolong sedang karena belum semua guru melakukan pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran dalam hal ini silabus dan RPP. 

4. Kesiapan Guru SMA-SMK dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan dilihat dari Pengintegrasian Nilai-Nilai Kewirausahaan dilihat dari Sarana dan Prasarana.

Dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK salah satunya juga harus didukung dengan adanya berbagai sarana dan prasarana. Setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini terdapat 8 sarana dan prasaran yang umumnya ada di sekolah-sekolah. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada di sekolah maka akan semakin baik terutama untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan. Berikut ini adalah data mengenai sarana dan prasarana yang ada di SMA dan SMK.

Tabel 22. Sarana dan Prasarana yang ada di SMA dan SMK
	No.
	Sarana dan Prasarana
	Akreditasi
	SMA
	SMK

	
	
	
	F
	%
	F
	%

	1
	Perpustakaan
	A
	9
	100
	11
	100

	
	
	B
	9
	100
	6
	100

	2
	Koperasi Siswa
	A
	9
	100
	11
	100

	
	
	B
	9
	100
	6
	100

	3
	Majalah Dinding
	A
	9
	100
	11
	100

	
	
	B
	9
	100
	6
	100

	4
	Lab. Kewirausahaan
	A
	4
	44,44
	6
	54,54

	
	
	B
	3
	33,33
	1
	16,66

	5
	Referensi buku Kewirausahaan
	A
	5
	55,55
	8
	72,72

	
	
	B
	3
	33,33
	2
	33,33

	6
	Ruang Keterampilan
	A
	4
	44,44
	11
	100

	
	
	B
	7
	77,77
	3
	50

	7
	Slogan/kata-kata Motivasi
	A
	9
	100
	11
	100

	
	
	B
	7
	77,77
	6
	100

	8
	Bank Mini
	A
	3
	33,33
	6
	54,54

	
	
	B
	2
	22,22
	1
	16,66


Kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari sarana dan prasarana termasuk dalam kategori “sedang”. Ini berarti bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah mampu untuk melaksanakan program pendidikan kewirausahaan. Hal tersebut ditunjukan dari skor dari masing-masing sekolah, yaitu untuk SMA akreditasi A sebesar 33,33 dan akreditasi B sebesar 22,22. Sedangkan untk SMK akreditasi A sebesar 54,54 dan akreditasi B sbesar 16,66. Dari belum maksimalnya skor kesiapan sarana dan prasarana ini menunjukan perlu adanya memaksimalkan sarana dan parasaran yang ada di sekolah guna tercapai tujuan pendidikan kewirausahaan
5. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan.

Kendala yang dihadapi sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan antara SMA dan SMK berbeda-beda. Dalam penelitian ini terdapat 7 poin kendala yang ada di sekolah-sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan. Berikut ini adalah data kendala yang dihadapi SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan.

Tabel 23. Kendala yang dihadapi SMA dan SMK dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan.
	No
	Kendala
	Akreditasi
	SMA
	SMK

	
	
	
	F
	%
	F
	%

	1
	Kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari materi kewirausahaan
	A
	13
	72,44
	10
	45,45

	
	
	B
	8
	44,44
	7
	58,33

	2
	Kurangnya sosialisasi tentang kebijakan implementasi pendidikan kewirausahaan
	A
	11
	61,11
	12
	54,54

	
	
	B
	8
	44,44
	6
	50

	3
	Kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran
	A
	11
	61,11
	10
	45,45

	
	
	B
	15
	83,33
	5
	41,66

	4
	Belum adanya dukungan dana dari sekolah
	A
	9
	50
	15
	68,18

	
	
	B
	12
	66,66
	8
	66,66

	5
	Belum lengkapanya perangkat pembelajaran untuk mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan
	A
	14
	77,77
	13
	59,09

	
	
	B
	12
	66,66
	7
	31,81

	6
	Keterbatasan waktu
	A
	15
	83,33
	11
	50

	
	
	B
	8
	44,44
	7
	31,81

	7
	Kurangnya dukungan dari wali murid
	A
	13
	72,44
	14
	63,63

	
	
	B
	10
	55,55
	6
	50


Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK. Kendala utama yang dihadapi di SMA yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (83,33%) dan adanya keterbatasan waktu (83,33%). Sedangkan kendala utama yang dihadapi di SMK yaitu belum adanya dukungan dana dari sekolah (66,66%). Dari besarnya skor kendala-kendala yang dihadapi sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan bisa diatasi sehingga dapat tercapai tujuan dari program pendidikan kewirausahaan secara utuh. 
6. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah dalam Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan SMA-SMK dilihat dari Akreditasi Sekolah (Kurikulum 2013).

Setelah diketahui skor persepsi guru dan kepala sekolah dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 sesuai dengan akreditasi sekolah, selanjutnya guru dan kepala sekolah SMA dan SMK juga dimintai persepsinya tentang implementasi program pendidikan kewirausahaan namun sesuai dengan kurikulum 2013. Sesuai dengan kebijakan pemerintah sendiri menyatakan bahwa program pendidikan kewirausahaan dimasukan dalam mata pelajaran yang ada di sekolah termasuk di sekolah menengah, baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berikut ini adalah data persepsi guru dan kepala sekolah SMA-SMK terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2013.

Tabel 24. Persepsi Guru dan Kepala Sekolah SMA-SMK terhadap Implementasi Program Pendidikan Kewirausahaan sesuai dengan Kurikulum 2013.

	No.
	Akreditasi
	SMA
	SMK

	
	
	Guru
	Kepala Sekolah
	Guru
	Kepala Sekolah

	1
	A
	17,89
	18,03
	18,12
	18,23

	2
	B
	17,35
	17,64
	17,56
	17,97


Persepsi guru dan kepala sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA-SMK berdsarasrkan akreditasi sekolah (kurikulum 2013) menunjukan skor yang tidak berbeda jauh. Namun, jika dibandingkan dengan skor persepsi guru dan kepala seskolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 skor tersebut lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan baik guru dan kepala sekolah SMA-SMK belum begitu memahami tentang kebijakan pemerintah terbaru tersebut. 
D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan pada penelitian tahun pertama ini yaitu:
a. Persepsi guru dan kepala sekolah SMA dan SMK jika dilihat berdasarkan akreditasi sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2006 termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan perolehan skor untuk guru SMA berakreditasi A sebesar 18,19 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,85. Sedangkan untuk guru SMK berakreditasi A sebesar 18,63 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,47. Sementara itu, skor kepala sekolah SMA berakreditasi A sebesar 18,51 dan SMA berakreditasi B dengan skor 18,46. Sedangkan untuk SMK berakreditasi A sebesar 18,63 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,56.

b.  Kesiapan guru dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan di SMA dan SMK dilihat dari pemahaman guru terhadap pendidikan kewirausahaan termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan skor 5,60 untuk SMA akreditasi A, 5,63 untuk SMA akreditasi B, 5,59 untuk SMK akreditasi A dan 5,58 untuk SMK akreditasi B. 

c. Kesiapan guru dalam rangka implementasi program pendidikan kewirausahaan dilihat dari pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP termasuk dalam kategori “sedang” guru SMA dan SMK baik akreditasi A maupun akreditasi B cukup mampu mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam silabus. Ini terbukti dari perolehan skor untuk SMA akreditasi A dan B sebesar 13,61 dan 13,33. Perolehan skor SMK akreditasi A dan B sebesar 15,55 dan 15,17.

d. Kesiapan guru SMA dan SMK dalam implementasi program pendidikan kewirausahaan jika dilihat dari sarana dan prasarana termasuk dalam kategori “sedang” dengan skor untuk SMA akreditasi A sebesar 33,33 dan akreditasi B sebesar 22,22. Sedangkan untk SMK akreditasi A sebesar 54,54 dan akreditasi B sbesar 16,66. 

e. Kendala utama yang dihadapi di SMA yaitu kurangnya kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam perangkat pembelajaran (83,33%) dan adanya keterbatasan waktu (83,33%). Sedangkan kendala utama yang dihadapi di SMK yaitu belum adanya dukungan dana dari sekolah (66,66%). 

f. Persepsi guru dan kepala sekolah SMA dan SMK jika dilihat berdasarkan akreditasi sekolah terhadap implementasi program pendidikan kewirausahaan dalam menyongsong kurikulum 2013 termasuk dalam kategori “sedang”. Dengan perolehan skor untuk  guru SMA berakreditasi A sebesar 17,89 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,35. Sedangkan untuk guru SMK berakreditasi A sebesar 18,12 dan SMK berakreditasi B sebesar 18,56. Sementara itu, persepsi kepala sekolah SMA berakreditasi A sebesar 18,03 dan SMA berakreditasi B dengan skor 17,64. Sedangkan untuk SMK berakreditasi A sebesar 18,23 dan SMK berakreditasi B sebesar 17,91. 
2. Saran

Terdapat beberapa saran pada penelitian kali ini, yaitu:

1. Bagi Guru dan Kepala Sekolah diharapkan meningkatkan lagi pemahaman tentang program pendidikan kewirausahaan terutama sesuai dengan kurikulum 2013.

2. Bagi Pemerintah diharapkan menfasilitasi pelaksanaan program pendidikan kewirausahaan di sekolah-sekolah.
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